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KATA PENGANTAR
Dalam rangka mensukseskan program Wajib Belajar  Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan perwujudan hak azasi manusia, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus perlu lebih ditingkatkan. 

Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak di selenggarakan secara segregasi  di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB). Sementara itu lokasi SLB dan SDLB pada umumnya berada di ibu kota kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus banyak tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa). Akibatnya sebagian anak berkebutuhan khusus tersebut tidak bersekolah karena lokasi SLB dan SDLB yang ada jauh dari tempat  tinggalnya,  sedangkan sekolah umum belum memiliki kesiapan untuk menerima anak  berkebutuhan khusus karena merasa tidak mampu untuk memberikan pelayanan kepada ABK di sekolahnya.

Untuk itu perlu dilakukan terobosan dengan memberikan kesempatan dan peluang kepada  anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh  pendidikan di sekolah umum (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK), yang disebut “Pendidikan Inklusif”. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam implementasi pendidikan inklusif, maka pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa menyusun naskah Prosedur Operasi Standar Pendidikan Inklusif. Selanjutnya, dari naskah ini dikembangkan ke dalam beberapa pedoman, yaitu:
1.   Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif 

2.   Pedoman Khusus Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, yaitu:
1) Pedoman Khusus Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus.

2) Pedoman Khusus Pengembangan Kurikulum.

3) Pedoman Khusus Kegiatan pembelajaran.

4) Pedoman Khusus Penilaian.

5) Pedoman Khusus Manajemen Sekolah.

6) Pedoman Khusus Pengadaan dan Pembinaan Tenaga Pendidik.

7) Pedoman Khusus Pemberdayaan Sarana dan Prasarana 

8) Pedoman Khusus Pemberdayaan Masyarakat.

9) Pedoman Khusus Bimbingan dan Konseling

 3.  Suplemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, yaitu:

1) Model Program Pembelajaran Individual
2) Model Modifikasi Bahan Ajar

3) Model Rencana Program Pembelajran

4) Model Media Pembelajaran
5) Model Program Tahunan

6) Model Laporan Hasil Belajar (Raport)  
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KATA  SAMBUTAN
Kebijakan pemerintah dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun disemangati  oleh seruan Internasional Education For All (EFA) yang dikumandangkan UNESCO sebagai kesepakatan  global hasil World Education Forum di Dakar, Sinegal Tahun 2000,  penuntasan EFA diharapkan tercapai pada Tahun 2015. 

Seruan ini senafas dengan semangat dan jiwa Pasal  31 UUD 1945 tentang hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan Pasal 32 UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur mengenai pendidikan khusus dan  pendidikan layanan khusus.

Sedang pemerataan kesempatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus dilandasi pernyataan Salamanca Tahun  1994.  Pernyataan Salamanca ini merupakan perluasan tujuan Education Fol All dengan mempertimbangkan pergeseran kebijakan mendasar yang diperlukan untuk menggalakkan  pendekatan pendidikan inklusif. Melalui pendidikan inklusif ini diharapkan sekolah-sekolah reguler dapat melayani semua anak, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan pendidikan  khusus. Di Indonesia melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/1986 telah dirintis pengembangan sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif yang  melayani  Penuntasan Wajib Belajar   bagi  peserta didik yang berkebutuhan  khusus.  

Pendidikan terpadu yang ada pada saat ini diarahkan untuk menuju pendidikan inklusi sebagai wadah yang ideal yang  diharapkan dapat mengakomodasikan  pendidikan bagi semua, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus selama ini masih belum terpenuhi haknya untuk  memperoleh pendidikan layaknya seperti anak-anak lain. Sebagai wadah yang ideal, pendidikan inklusi memiliki  empat  karakteristik makna  yaitu: (1) Pendidikan Inklusif adalah proses yang berjalan terus dalam usahanya menemukan cara-cara merespon keragaman individu anak, (2) Pendidikan inklusif berarti memperoleh cara-cara untuk mengatasi  hambatan-hambatan anak dalam belajar, (3) Pendidikan inklusif  membawa makna bahwa  anak mendapat kesempatan untuk hadir (di sekolah), berpartisipasi dan mendapatkan hasil belajar yang bermakna dalam hidupnya, dan (4) Pendidikan inklusif diperuntukkan bagi anak-anak yang tergolong marginal, esklusif  dan membutuhkan layanan pendidikan khusus dalam belajar.

Akses pendidikan dengan memperhatikan kriteria yang terkandung dalam makna inklusif masih sangat sulit dipenuhi. Oleh karena itu kebijakan  pemerintah  dalam melaksanakan  usaha pemerataan kesempatan belajar bagi anak  berkebutuhan khusus baru merupakan rintisan awal menuju  pendidikan inklusif. Sistem pendekatan pendidikan inklusif diharapkan dapat menjangkau semua anak yang tersebar di seluruh nusantara. 

Untuk itu, maka kebijakan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar bagi anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus diakomodasi melalui pendekatan ”Pendidikan   Inklusif”. Melalui pendidikan ini, penuntasan Wajib Belajar dapat diakselerasikan  dengan berpedoman pada azas pemerataan serta peningkatan kepedulian terhadap penanganan anak yang memerlukan layanan pendidikan khusus.

Sebagai embrio, pendidikan terpadu menuju pendidikan inklusi telah tumbuh diberbagai kalangan masyarakat. Ini berarti bahwa tanggungjawab penuntasan  wajib belajar utamanya  bagi anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus telah menjadi kepedulian dari berbagai pihak sehingga dapat  membantu anak-anak yang berkebutuhan  khusus dalam mengakses pendidikan  melalui  ”belajar untuk hidup bersama dalam masyarakat yang inklusif”.

Agar dalam pelaksanaan program pendidikan inklusif dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa telah menyusun pedoman pendidikan inklusif.

Akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku pedoman ini dan semoga  buku ini dapat bermanfaat serta  berguna bagi semua pihak.
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BAB I

PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Dalam rangka menghadapi era IPTEK yang global sangat diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam sistem pendidikan. Dengan demikian pendidikan harus mengembangkan dan meningkatkan seluruh potensi individu untuk mencapai suatu kesejahteraan melalui:  Learning to know (belajar untuk mengetahui), Learning to be (belajar untuk menjadi), Learning to do (belajar untuk mengerjakan sesuatu), dan Learning to live together (belajar untuk dapat mengaktualisasikan diri). 

Meskipun telah diketahui bahwa salah satu usaha untuk mengembangkan potensi manusia adalah melalui pendidikan, namun sampai saat ini, pendidikan belum banyak dipandang sebagai hal yang sangat penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Padahal salah satu dari tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik pribadi maupun masyarakat dan berlangsung seumur hidup (live long education), akibatnya tanggung jawab dalam bidang pendidikan yang seharusnya didukung bersama oleh pemerintah, masyarakat dan para orangtua peserta didik, kenyataannya hanya dibebankan kepada salah pihak saja.

Peran pemerintah dalam memajukan pendidikan sudah cukup banyak seperti menyelenggarakan sarana dan prasarana, ketenagaan, finansial dan kurikulum. Walaupun peran beberapa orangtua dalam bidang pendidikan banyak yang aktif, dalam membantu mengajar di lingkungan perumahan kumuh, namun peranannya masih terbatas pada pemberian sumbangan dana melalui Komite Sekolah. Sementara itu masyarakat luas, belum berperan secara optimal. 

Perubahan sistem Pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi menghendaki peran serta masyarakat dalam membantu pemerintah daerah termasuk dalam bidang pendidikan. Hal ini tercantum dalam tujuan otonomi daerah, yaitu: 

· Memberdayakan masyarakat, 

· Meningkatkan peran serta masyarakat, 

· Meningkatkan sumber dana, dan 

· Terlibat dalam penyelenggaraan. 

Peranan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah termasuk dalam   

bidang pendidikan antara lain: 

· Pemberian pertimbangan dan/atau masukan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan daerahnya.

· Pendukung antara lain dalam setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat daerahnya dan pendanaannya 

· Pengontrol dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang berlaku di daerahnya dan dalam penggunaan dana oleh pemerintah daerah.

· Mediator antara pemerintah baik pusat dan atau daerah dengan anggota dan atau kelompok masyarakat termasuk pendidikan  

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara perorangan, kelompok dana atau secara kelembagaan, namun peranan masyarakat tidak terlepas dari budaya daerah setempat yang merupakan ciri dan berlangsung turun temurun. Hal ini berdampak pada sikap dan tingkah laku mereka dalam menghadapi dan mengupayakan suatu usaha pendidikan.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, bidang pendidikan adalah termasuk hal yang penting. Perkembangan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) secara global dan pasar bebas menghendaki persaingan di segala bidang, tidak saja di tingkat regional, tetapi nasional dan internasional. 

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka potensi masyarakat perlu dibina dan diberdayakan sebagai suatu sumber daya yang berkualitas, agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan persaingan global untuk membantu pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam mengembangkan potensinya.

Pendidikan harus mencakup semua orang tanpa terkecuali, yaitu tidak memandang ras, suku, etnik, agama, diskriminasi antara mereka yang pada umumnya dengan yang memiliki kebutuhan khusus, antara perempuan dan laki-laki, serta antara masyarakat yang kurang mampu dengan masyarakat yang mampu dalam bidang ekonomi.

Pada beberapa budaya tertentu, perilaku pendidikan individu tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pada masyarakat Indonesia dimana sistem keluarga besar dan suku menjadi dominan maka untuk memberdayakan masyarakat hendaknya harus memberdayakan sistem lingkungan seperti pada skala mikro dan makro.

Pada mikro lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat terdekat menjadi wadah interaksi sosial, sedangkan pada skala makro merupakan budaya dari suatu bangsa yang menjadi identitas suatu bangsa. Melalui pendidikan, masyarakat lebih terbuka untuk menerima berbagai informasi dan mempertimbangkan kemampuan mereka berperan aktif dalam setiap kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 

Saat ini dalam dunia pendidikan dikenal sistem pendidikan inklusif yang merupakan satu alternatif pendidikan bagi anak yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi belum banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, meskipun pendidikan ini telah dilaksanakan di beberapa negara maju. Keberhasilan pendidikan inklusif tidak dapat berjalan dengan baik apabila penyelenggaraan dan atau pelaksanaan pendidikan ini tidak didukung oleh masyarakat. Untuk itu diperlukan suatu usaha memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan dan mengembangkan pendidikan inklusif di Indonesia. 

Membangun pendidikan inklusif harus melalui hubungan antar masyarakat dengan berbagai pertimbangan yang dipengaruhi oleh berbagai pengalaman, kepercayaan, dan sikap masyarakat, sehingga kesuksesan pendidikan inklusif tergantung pada keterkaitan antara kepercayaan, nilai dan sikap dari semua elemen yang merupakan suatu ikatan kuat termasuk orangtua, guru, sistem yang mendukung, kurikulum, siswa dan masyarakat.

Penerapan pendidikan inklusif yang baik akan meningkatkan sosialisasi, self estem atau kepercayaan diri, akademik dan sumberdaya siswa, baik yang memerlukan pendidikan khusus maupun yang tidak. Hal ini juga sesuai dengan falsafah Negara kita Bhineka Tunggal Ika (keberagaman dalam suatu kesatuan). 

Agar masyarakat dapat diberdayakan dalam usaha mengembangkan dan menyukseskan pendidikan inklusif, diperlukan berbagai upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) BAB III Pasal 4 Ayat (6) yang menyatakan bahwa: “Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen  masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.”.

Peran serta masyarakat luas terhadap pendidikan inklusif akan lebih berhasil dan tepat guna bila ada suatu pedoman sebagai landasan pemberdayaan. Untuk itu perlu disusun Buku Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. 

B. Tujuan Penulisan Buku

1. Memberikan informasi tentang pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif kepada seluruh masyarakat, terutama kepada para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan.


2. Mewujudkan kesamaan pandangan, pemahaman ataupun persepsi tentang pemberdayan masyarakat.

BAB II 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
A. Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan atau peran serta seseorang dan atau kelompok dalam suatu aktivitas tertentu atau obyek tertentu. Dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan atau peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Partisipasi seseorang dan/atau suatu kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif tergantung pada pengetahuan dan/atau persepsi tentang pendidikan inklusif, sehingga partisipasi tersebut akan terlihat pada: 

1. Cara anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. 
2. Reaksi anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraaan pendidikan inklusif.
3. Sikap anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan tindakan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif bentuk tingkah laku yang hendak dilakukannya terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif dan keyakinan-keyakinan yang ada tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif tersebut.
4. Kebutuhan anggota masyarakat dan atau kelompok masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif.
Namun demikian pengetahuan dan persepsi masyarakat juga sangat tergantung pada apakah dalam anggota keluarga mereka terdapat anak atau individu yang memiliki kebutuhan khusus. Hal ini sangat berhubungan dengan kebutuhan masing-masing anggota masyarakat dan/atau kelompok masyarakat itu sendiri.

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: 

1. Tingkat keterlibatan, mulai dari sekedar mengetahui sampai dengan ikut aktif menyumbangkan pikiran, tenaga maupun materi terhadap keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif. Keterlibatan ini dipengaruhi pula oleh lingkungan dari individu atau kelompok masyarakat tersebut.

2. Prakarsa keterlibatan yang terdiri dari keterlibatan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif secara spontan sampai melalui suatu usaha persuasif. 

3. Organisasi keterlibatan, yang terdiri dari keterlibatan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif dan 
4. Sikap anggota masyakat dan atau kelompok masyarakat dalam keterlibatan, mulai dari mendukung setuju, sampai menentang terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif. 

Menurut Lang dan Berberich (1995) dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif, partisipasi anggota masyarakat dan/atau kelompok-kelompok masyarakat sangat penting. Dalam membangun atmosfir pendidikan inklusif sangat diperlukan suatu rentangan yang luas dari hubungan antara anggota masyarakat dan berbagai pertimbangan yang semuanya dipengaruhi dari berbagai pengalaman, kepercayaan dan sikap. Dengan kata lain atmosfir pendidikan inklusif tidak dapat terbentuk tanpa dukungan dari berbagai pihak termasuk pertisipasi masyarakat. Sikap, nilai-nilai, kepercayaan dari masyarakat dan orangtua menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. 
B. Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara, sekolah, masyarakat dan pemerintah. Peran serta aktif dari masyarakat sangat diperlukan karena dalam era desentralisasi masyarakat dituntut untuk lebih aktif dalam mengembangkan segala potensi daerah termasuk dalam bidang pendidikan inklusif. Partisipasi masyarakat dimasa sekarang diarahkan tidak hanya dalam bentuk pendanaan, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran dan ketenagaan.
Bentuk partisipasi dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif antara lain meliputi; 
1. Pendirian dan penyelenggaraan pendidikan inklusif pada jenjang pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, SMA/SMK/MAN. 

2. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga pendidik untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan proses pembelajaran, pengajaran, bimbingan, dan/atau pelatihan peserta didik.

3. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan proses pembelajaran. 
4. Berpartisipasi dalam membuat program-program untuk dilaksanakan dalam pendidikan inklusif. Dalam pembuatan rencana program masyarakat sekitar dapat dilibatkan, karena masyarakat mengetahui jenis kebutuhan pendidikan yang diperlukan oleh peserta didik. Sehingga program-program pendidikan akan lebih bervariasi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pendidikan di lingkungannya.
5. Pengadaan dana pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis.

6. Pengadaan dana dan pemberian bantuan ruangan, gedung, dan tanah untuk melaksanakan proses pembelajaran.
7. Pengadaan dana dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan inklusif  untuk pelaksanaan proses pembelajaran.
8. Pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk magang dan/atau latihan di dunia kerja serta menyalurkan lulusan ke lembaga-lembaga yang terkait sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya.
9. Pemberian pemikiran dan pertimbangan  berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan pendidikan inklusif.
10. Pemberian bantuan dan kerjasama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.
11. Mengawasi pelaksanaan pendidikan inklusif. Pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan, karena masyarakat adalah sebagai salah satu penanggung jawab dari keberhasilan pendidikan inklusif. Dengan terlibatnya masyarakat maka hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan dapat segera diatasi.
12. Mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan inklusif bersama-sama dengan pihak yang terkait. Meskipun evaluasi penyelenggaraan dapat dilakukan oleh pemerintah tetapi masukan dari masyarakat sangat berarti bagi keberhasilan pendidikan inklusif. Evaluasi dari masyarakat dapat meningkatkan mutu dari pendidikan inklusif, karena umumnya penilaian masyarakat bersifat obyektif, terbuka dan transparan.
C. Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat terhadap dunia pendidikan masih belum masksimal. Meskipun beberapa elemen masyarakat telah melibatkan diri dalam penyelenggaraan pendidikan tetapi sifatnya masih belum permanen, karena penanaman modal dalam bidang pendidikan belum banyak menghasilkan keuntungan seperti di dunia usaha.

Tidak dapat disangkal dunia pendidikan masih tertinggal dengan dunia ekonomi padahal dunia pendidikan merupakan landasan manusia berlaku ekonomi. Sampai saat ini hanya anggota masyarakat dan atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tertarik dengan permasalahan pendidikan dan berupaya untuk mengatasi bersama dengan pemerintah. Biasanya anggota atau kelompok masyarakat pemerhati bidang pendidikan yang terlibat dalam pendidikan pernah memiliki pengalaman atau berasal dari keluarga pemerhati pendidikan.

Demikian pula dengan masyarakat yang berpartisipasi dalam pengembangan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, biasanya keterlibatan mereka karena memiliki anggota keluarga yang berkebutuhan khusus. Partisipasi masyarakat terhadap pendidikan inklusif harus diberdayagunakan, karena masih sedikit yang tahu tentang pentingnya pendidikan inklusif dalam rangka usaha memeratakan dan menyamakan hak dan martabat semua peserta didik sebagai anggota masyarakat yang berhak ikut dalam mengembangkan dan memajukan negara.

Pada saat ini di tengah-tengah krisis ekonomi yang belum teratasi dengan tuntas, terdapat sejumlah industri telah menaruh perhatian positif terhadap pendidikan. Perhatian ini harus secara khusus karena ternyata tidak semua pelaku industri tidak acuh terhadap dunia pendidikan. Beberapa pelaku dunia usaha sebenarnya berkeinginan untuk membantu tetapi tidak semua dari mereka tahu cara dan dalam bentuk apa sehingga bantuan itu menjadi lebih efektif dan langsung hasilnya dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan pendidikan. Sehingga pelaku pendidikan harus tanggap dalam menyebutkan usaha dan niat pelaku industri yang berniat membantu dalam pengembangan dunia pendidikan.

Konsep dan keunggulan dari pendidikan inklusif diinformasikan agar masyarakat industri memperoleh gambaran positif dan benar tentang pendidikan inklusif. Sehingga diharapkan mereka mau untuk berbagi pengalaman, pengetahuan dan finansial pada penyelenggara pendidikan inklusif.

Beberapa dari kelompok masyarakat industri telah memberikan berbagai perhatian dalam bentuk: pemberian beasiswa, menjadi orangtua asuh, perbaikan gedung dan fasilitas lain seperti perpustakaan keliling. Bentuk partisipasi masyarakat industri ini hendaknya diberdayagunakan dan ditindaklanjuti agar diikuti oleh elemen masyarakat lain untuk bersama-sama bertanggung jawab terhadap pendidikan.

Untuk lebih memotivasi partisipasi dari masyarakat industri terlibat dalam tanggung jawab kesuksesan pendidikan inklusif di Indonesia, pemerintah dapat mengupayakan beberapa hal, yaitu: 

1. Memberikan berbagai insentif seperti kemudahan perizinan dalam penyelenggaraan usaha.
2. Pemberian penghargaan kepada dunia usaha/industri yang berperan aktif dalam membantu pendidikan.
Bantuan dari dunia industri ini dapat diarahkan oleh pemerintah dengan membuat undang dan/atau peraturaan seperti keharusan penyediaan jumlah tertentu dari anggaran pengeluarannya untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif atau pemberian kesempatan kepada siswa/sekolah termasuk siswa yang memiliki kebutuhan khusus untuk menggunakan berbagai fasilitas industri untuk mengembangkan keterampilan dalam usaha pembelajaran dan sosialisasi. 

Pemberdayaan masyarakat dalam skala tertentu hendaknya menjangkau masyarakat sekitar sekolah dan/atau lembaga pendidikan dijadikan sebagai suatu komunitas sekolah. Masyarakat sekitar sekolah dapat dilibatkan dalam: 

1. Membuat suatu kebijakan dan/atau program-program pendidikan inklusif 
2. Selain itu mereka dapat terlibat dalam pengevaluasian program dam produk lembaga baik persekolahan dan non persekolahan inklusif agar keterandalan program inklusif tetap terpelihara dan berkesinambungan.

Lembaga-lembaga seperti pondok-pondok pesantren, tempat-tempat ibadah, lingkungan keluarga kecil dan atau keluarga besar, lembaga-lembaga adat, dan partai-partai politik perlu diberi informasi dan pemberian motivasi agar lebih menyadari potensi peran dan tanggungjawabnya dalam melakukan pendidikan inklusif bagi anak-anak bangsa yang memiliki kebutuhan khusus. Apabila masyarakat Indonesia telah peduli dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendidikan inklusif maka hasil dari pendidikan ini akan menghasilkan manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu bersaing dengan negara-negara lain meskipun mereka memiliki kebutuhan khusus. 

Beberapa upaya dalam memberdayakan partisipasi masyarakat agar mereka dapat terlibat dalam upaya penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif antara lain:

1. Sosialisasi tentang konsep, penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif kepada para pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan agar mereka memiliki persepsi yang sama. Kegiatan sosialisasi bisa berbentuk seminar, workshops, diskusi-diskusi ilmiah, temu wicara, sampai pada acara pertemuan warga desa. 
Sosialisasi  tidak hanya pada masyarakat pendidikan dan atau yang berpendidikan tetapi harus menjangkau semua lapisan masyarakat. Bahasa yang digunakan juga bervariasi tergantung pada bahasa setempat, sederhana dan mudah difahami.

Tujuan sosialisasi akan tercapai apabila menggunakan bahasa yang  baik dan menarik.  Sebaiknya dalam pemberian informasi tidak terkesan memaksakan kehendak tetapi lebih kearah pemahaman dan menggunakan logika ilmiah yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan masyarakat.

2. Upaya lain dalam memberdayakan partisipasi masyarakat adalah dengan memfasilitasi berbagai kegiatan satuan pendidikan inklusif dengan cara.
a. masyarakat diberi kesempatan untuk membantu dalam melaksanakan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus.  sekaligus mengetahui akan pentingnya pendidikan inklusif untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus tersebut.

b. masyarakat dilibatkan dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar. Hal ini akan menghasilkan suatu keuntungan karena kurikulum dan bahan ajar dikembangkan  secara bersama sehingga program-program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat menjadi kreatif. Disamping pengembangan bahan ajar hendaknya masyarakat juga dilibatkan dalam pembuatan media pembelajaran yang bernuansa IPTEK, agar kualitas pendidikan inklusif dapat ditingkatkan.

c. masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengadaan dan pembinaan tenaga kependidikan. Disatu sisi penyelenggara pendidikan inklusif terbantu karena lebih efektif menggunakan masyarakat lingkungan sekitar, disisi lain mengurangi angka pengangguran.

d. masyarakat dilibatkan dalam kegiatan manajemen sekolah, pengadaan dan pengelolaan sarana-prasarana. Hal ini dilakukan apabila terdapat anggota masyarakat yang memiliki kemampuan manajerial. 

e. masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan aktivitas peserta didik berkebutuhan khusus. Hal ini perlu ditingkatkan dengan menggunakan tehnologi modern seperti pembelajaran melalui televisi, telepon dan internet.
f. memberdayakan masyarakat dalam upaya mensosialisasikan pendidikan inklusif kepada masyarakat lain. 

3. Pemerintah bersama penyelengara pendidikan inklusif melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis melalui berbagai media elektronik dan cetak tentang:
a. konsep dan perlunya penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga masyarakat memiliki persepsi yang sama. 

b. program Pemerintah tentang sistem pendidikan inklusif baik yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan. 

c. hasil-hasil penelitian dalam bidang pendidikan inklusif baik di dalam maupun di luar negeri.

4. Pemerintah membuat video, film, sinetron, iklan layanan dan sejenisnya tentang pelaksanaan pendidikan inklusif di dalam dan di luar negeri. Dengan demikian masyarakat dapat mempertimbangkan dalam membuat keputusan partisipasi mereka terhadap pendidikan inklusif. Keberhasilan-keberhasilan dalam pendidikan inklusif di luar negeri dan hambatan-hambatan yang terjadi harus diinformasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat membantu dalam mengatasi hambatan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia.

5. Pemerintah secara berkala dan berkesinambungan memberikan informasi tentang kemajuan dan hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pemberian informasi ini didasarkan pada pengalaman peserta didik dalam satuan pendidikan inklusif.

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan inklusif dapat dikembangkan menjadi hubungan simbiosis antara sekolah, masyarakat, pemerintah, Hubungan simbiosis ini diharapkan mampu mendorong perkembangan pendidikan inklusif di Indonesia.

Sementara itu, kalangan stakeholders pendidikan hendaknya perlu dikembangkan kesadaran untuk tidak mengambil keuntungan finansial semata dari pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang mendapat dana dari penyelenggaraan pendidikannya perlu didorong menggunakan semua dana untuk investasi bagi peningkatan mutu pendidikan inklusif. 

Hubungan simbiosis tersebut perlu difasilitasi melalui strategi antara lain sebagai berikut: 

Pertama, dikembangkan wadah yang memungkinkan banyak pihak saling bertemu, berdiskusi, dan membangun komitmen bersama. Wadah tersebut berfungsi melembagakan hubungan simbiosis tersebut sehingga hubungan itu tidak hanya terjadi secara insidental, melainkan secara berkesinambungan.
Kedua, dilakukan regulasi yang mempunyai kekuatan hukum, mengatur kewenangan dan kekuasaan pemerintah, masyarakat, dan orangtua siswa yang antara lain mengatur sanksi atas pelanggaran dan penyimpangan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah tetap memainkan peranan yang strategis dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif pada era otonomi daerah.

Ketiga, dikembangkan upaya-upaya untuk memotivasi orangtua, masyarakat, dan penyelenggara pendidikan inklusif untuk menjalin hubungan sinergis dan saling menguntungkan dengan pemerintah. Bentuk wadah bersama tersebut dapat berupa organisasi struktural atau organisasi informal yang lebih bersifat fungsional.

BAB III

WADAH PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif perlu diwadahi agar dapat dikelola dan dikoordinasikan dengan baik dan bermakna bagi sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu dan efektivitas penyelenggaraan. Wadah partisipasi masyarakat dapat berbentuk sebagai berikut:
A. Dewan Pendidikan 

Sesuai dengan UU nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000 – 2004 dan Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  Dimana dalam pasal 1 Kepmendiknas tersebut dinyatakan bahwa 1) Pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten kota. 2) Pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Dalam lampiran 1 Kepmendiknas nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa dewan pendidikan adalah: “badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan dan efesiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten/kota”.

Selanjutnya dalam buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa: 

“Dewan Pendidikan dibentuk berdasarkan kesepakatan yang tumbuh dari akar budaya, sosio demografis dan nilai-nilai daerah setempat, hingga lembaga tersebut bersifat otonom yang menganut asas kebersamaan menuju ke arah peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di daerah yang diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”  (hal.8). 

Kemudian dalam lampiran 1 Kepmendiknas nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinyatakan bahwa tujuan terbentuknya Dewan Pendidikan adalah: 

1. Mewadahi serta menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan.

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

3. Menciptakan suasana dan kondisi tranparan, akuntabel dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.
1.  Keanggotaan Dewan Pendidikan 

Keanggotaan Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten/kota, yang di daerahnya terdapat satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif, sama halnya seperti keanggotaan Dewan Pendidikan pada umumnya. Dalam lampiran 1 Kepmendiknas nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas: 

a) Unsur masyarakat dapat berasal dari:
1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bidang pendidikan.
2) Tokoh masyarakat.
3) Tokoh pendidikan.
4) Yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah,  pesantren).
5) Dunia usaha/industri/asosiasi profesi.
6) Organisasi profesi tenaga kependidikan.
7) Komite sekolah.
 b) Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17  orang dan jumlah  gasal.

Dari kutipan di atas dapat ditafsirkan bahwa keanggotaan dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota yang di daerahnya menyelenggarakan pendidikan inklusif, maka keanggotaan dewan pendidikan tersebut hendaknya dari unsur-unsur yang mempunyai perhatian pada peningkatan mutu pendidikan termasuk pendidikan inklusif.
2.  Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan 

Dewan Pendidikan kabupaten/kota yang di daerahnya terdapat satuan Pendidikan Inklusif mempunyai peran dan fungsi yang sama dengan Dewan Pendidikan kabupaten/kota pada umumnya, seperti tercantun dalam lampiran 1 Kepmendiknas nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa:

Dewan Pendidikan berperan sebagai: 

a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
b. Pendukung (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD (legislatif) dengan masyarakat.
Dewan Pendidikan berfungsi sebagai: 

1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2) Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3) Menampung dan manganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai: 
(1) Kebijakan dan program-program dalam pendidikan.
(2) Kriteria kenerja daerah dalam bidang pendidikan.
(3) Kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan.
(4) Kriteria fasilitas pendidikan dan
(5)  Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.

Melihat peran dan fungsi Dewan Pendidikan pada umumnya di atas, maka Dewan Pendidikan kabupaten/kota yang di daerahnya terdapat satuan pendidikan inklusif, hendaknya memiliki peran dan fungsi yang lebih menekankan kepada pengembangan pendidikan inklusif.

B. Komite Sekolah 

Sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, dinyatakan bahwa Komite Sekolah adalah: “badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efesiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah”.

Komite sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sama seperti komite sekolah reguler hendaknya ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan, dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Untuk kekuatan hukum maka Komite Sekolah reguler, dapat dikukuhkan oleh pejabat pemerintah setempat seperti Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota. 

Sesuai dengan Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Komite sekolah bertujuan untuk: 

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelengaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

3. Menciptakan suasana dan kondisi tansparansi, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. 

Berdasarkan hal tersebut maka tujuan komite sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tidak berbeda dengan tujuan komite sekolah reguler. 

1.  Keanggotaan Komite Sekolah Inklusif 

Susunan keanggotaan Komite Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sama halnya dengan keanggotaan Komite Sekolah reguler yang tercantum dalam lampiran II Keputusan Mendiknas nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, namun terdapat penegasan komitmen terhadap pendidikan inklusif. Keanggotaan dari komite sekurang-kurangnya sama seperti jumlah komite sekolah reguler yaitu 9 orang dan jumlahnya gasal tersebut terdiri atas: 

a)  Unsur masyarakat dapat berasal dari: 

1) Orangtua/wali peserta didik. (baik peserta didik berkebutuhan khusus maupun peserta didik pada umumnya).
2) Tokoh masyarakat yang ditunjuk dan/atau berminat untuk mengabdi dan berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

3) Tokoh pendidikan yang mempunyai pandangan yang luas dan luwes tentang pendidikan inklsif.

4) Dunia usaha/industri yang mempunyai keinginan untuk terlibat dalam pengembangan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
5) Organisasi profesi tenaga kependidikan yang handal dan memahami konsep dan penyelenggaraan serta pelaksanaan pendidikan inklusif.
6) Wakil alumni yang memiliki pengetahuan dan kemauan dalam kemajemukan pendidikan serta mau terlibat dalam pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.
7) Wakil peserta didik yang terdiri dari peserta didik ‘normal’ dan yang berkebutuhan khusus.

b)  Unsur dewan guru dan yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan inklusif.  

     Selain itu Badan Pertimbangan Desa dapat dilibatkan pula sebagai anggota   

      komite sekolah inklusif (maksimal 3 orang).

2,  Peran dan Fungsi Komite Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif 

Peran dan fungsi komite sekolah penyelenggara p4endidikan inklusif sama halnya seperti peran dan fungsi komite sekolah reguler seperti yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan Mendiknas nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, yaitu:

Komite Sekolah berperan sebagai:

a) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 
b) Pendukung (supporting agency). Baik yang berwujud financial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.  
c) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. 
Komite Sekolah berfungsi sebagai berikut: 

a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 
    penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia 
    usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan 
    pendidikan yang bermutu.
c) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntuan, dan barbagai kebutuhan 
    pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
d) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: 

1) Kebijakan dan program pendidikan.
2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
3) Kriteria tenga kependidikan pada sekolah.
4) Kriteria tenaga kependidikan pada sekolah.
5) Kriteria fasilitas pendidikan.
6) Hal lain yang terkait dengan pendidikan.
e) Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna 
    mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 
f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan 
    pendidikan sekolah.
g) Melakukan evaluasi pengawasan terhadap kebijakan, program,    penyelenggaraan dan keluaran pendidikan sekolah.

Dalam kaitannya dengan pendidikan inklusif maka peran dan fungsi komite sekolah pada satuan pendidikan inklusif, hendaknya lebih menekankan pada peningkatan dan pengembangan terlaksananya pendidikan inklusif yang sesuai dengan tuntutan era globalisasi dan masyarakat.
 3.  Akuntabilitas Komite Sekolah 

Komite sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mempunyai akuntabilitas yang seperti komite sekolah reguler yaitu: 

a) menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program sekolah kepada stakeholders secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program sekolah.
b) menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak) maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

C.  Forum Orangtua Anak Berkebutuhan Khusus

Peran orangtua anak berkebutuhan khusus sangat menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Orangtua adalah pihak yang pertama dalam memahami, dan menemukenali permasalahan tentang kondisi anak baik pada segi sosial, emosional, maupun fisik.  Pemahaman terhadap kondisi kelainan anak secara dini dan perkembangan pendidikannya di sekolah inklusif serta tindak lanjut tugas-tugas di rumah perlu menjadi perhatian yang serius. Demikian juga komitmen dalam membantu pengembangan potensi anak antar orangtua anak berkebutuhan khusus merupakan hal yang esensial yang harus dikedepankan.   

Dalam rangka ikut mengembangkan potensi yang dimiliki anak orangtua dapat melakukan dengan cara memahami kondisi anak secara utuh baik mental, sosial, dan fisik, menindak lanjuti tugas yang diberikan guru kepada anak selama di rumah serta mendata permasalahan lain yang muncul baik secara temporer maupun permanen. Untuk meningkatkan keterampilan tersebut maka antar orangtua anak berkebutuhan khusus dapat membentuk wadah forum orangtua anak berkebutuhan khusus.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan oleh forum orangtua anak berkebutuhan khusus seperti; 

1. dialog dengan pihak sekolah tentang perkembangan anak

2. diskusi tentang pemahaman anak berkebutuhan khusus dengan mendatangkan nara sumber.
3. memecahkan masalah aktual yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dengan pihak-pihak yang berkompeten.
Kegiatan forum orangtua anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan secara periodik mingguan/bulanan sesuai dengan kesepakatan anggota, sedangkan biaya operasional kegiatan ditanggung bersama antar anggota dan dapat pula diperoleh dari donatur yang sifatnya tidak mengikat.

D. Forum Guru Peduli Pendidikan Inklusif

Berbagai ragam dan tingkat kesulitan yang dirasakan guru dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, terutama oleh guru-guru reguler. Sesuai dengan tugas  keprofesionalannya, guru merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Guru yang menangani pendidikan inklusif hendaknya mampu mengemban tugas sesuai dengan tuntutan yang dikehendaki yaitu membawa peserta didik mampu mengoptimalkan potensinya  sesuai yang diharapkan. Untuk itu guru perlu memfasilitasi proses pembelajaran dan memperhatikan perkembangan anak berkebutuhan khusus dalam berbagai dimensi yang mengarah pada kepemilikan dan perkembangan inteligensi, ketrampilan belajar, sikap, ketrampilan bekerja, dan kemandirian sosial.          
Dalam rangka peningkatan kompetensi guru pendidikan inklusif tersebut diperlukan upaya dan komitmen bersama antara guru reguler dan guru pembimbing khusus melalui agenda berbagai kegiatan yang dapat dirancang bersama-sama melalui wadah forum guru peduli pendidikan inklusif.

Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru yang peduli pendidikan inklusif dapat berupa: pelatihan, seminar, diskusi seperti; 

1. identifikasi, asesmen dan intervensi pada anak anak berkebutuhan khusus.

2. pemahaman anak berkebutuhan khusus
3. rekayasa media pembelajaran
4. teknik pembelajaran
5. memecahkan masalah aktual yang muncul dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. 
Kegiatan forum guru peduli pendidikan inklusif dapat dilakukan secara periodik (bulanan/triwulanan) sesuai dengan kesepakatan anggota, sedangkan biaya operasional kegiatan ditanggung bersama antar anggota dan dapat pula diperoleh dari donatur yang sifatnya tidak mengikat.

E. Forum Masyarakat Peduli Pendidikan Inklusif

Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif agar dapat berjalan lancar sesuai harapan adalah menuntut adanya perhatian  yang seimbang dari pemerintah, simultan dan komitmen bersama seluruh komponen masyarakat. Seperti apapun kondisi penyelenggaraan pendidikan inklusif  saat ini adalah kenyataan yang dapat diartikan sebagai modal dan pijakan upaya peningkatan layanan pada anak berkebutuhan khusus. Komitmen bersama antar unsur masyarakat yang terlibat dalam pendidikan inklusif merupakan kunci utama dan sebagai modal dasar yang harus dikedepankan agar  kebutuhan peserta didik dapat terlayani sesuai dengan potensi yang dimiliknya. 

Unsur-unsur masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pendidikan inklusif harus memiliki kesamaan visi, bersinergi membangun kekuatan bersama,  menanggalkan tirani keberpihakan dan berfokus pada komitmen pengembangan pendidikan inklusif. Keanggotaan forum masyarakat peduli pendidikan inklusif bersifat terbuka bagi siapa saja seperti; guru khusus dan reguler, orangtua siswa, ahli pendidikan khusus,  mahasiswa, dosen, tokoh-tokoh  masyarakat,  birokrat pemerintahan, profesi lain yang terkait dengan pendidikan inklusif serta pihak-pihak lain yang peduli pendidikan inklusif.

Tujuan forum masyarakat peduli pendidikan inklusif antara lain:  

1.    memecahkan masalah aktual yang dihadapi orangtua anak berkebutuhan khusus.

2. memecahkan masalah yang dirasakan guru dalam menjalankan tugas     profesionalnya.

3.  mengoptimalkan peran dan fungsi para profesional yang terkait dengan pendidikan inklusif (dokter, fisioterapis, okupasi terapis, speech therapyst, psikolog), 

4. mengkaji, mendesiminasikan dan mengimplementasikan  konsep-konsep pendekatan kependidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.

Kegiatan forum masyarakat peduli pendidikan inklusif dapat berupa diskusi dan workshop yang dilakukan secara periodik (bulanan/triwulanan/catur wulanan) sesuai dengan kesepakatan anggota. Sedangkan kegiatan insidental berupa seminar/talk show/workshop dengan melibatkan forum/lembaga lain baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional.

Materi kajian utama membahas tentang: (1) asesmen (2) strategi pembelajaran (3) alat bantu pembelajaran (4) sistem evaluasi (5) habilitasi dan (6) vocational. Sedangkan materi kajian lain dapat dipilih dan ditentukan atas kesepakatan bersama yang dianggap urgen dan strategis, seperti manajemen pendidikan, kebijakan pendidikan dan teknologi informasi dan sebagainya.

Dana pendukung operasional kegiatan ditanggung bersama (anggota), dan dapat pula digali dari lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, maupun perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun internasional.

. 

BAB IV

 PENUTUP

Komponen penting dalam pendidikan adalah sumber daya manusia (SDM). Namun seringkali mereka terabaikan karena peranannya masih sedikit dalam pengembangan pendidikan. Sesuai dengan perubahan sistem pemerintahan maka peranan sumber daya manusia akan lebih meningkat.

Pendidikan sebagai salah satu alat mencerdaskan dan meningkatkan kualitas hidup manusia masih dipandang tidak begitu penting dibandingkan dengan bidang ekonomi. Padahal tanpa pendidikan manusia tidak dapat mencapai suatu tujuan karena pendidikan memberikan suatu kesempatan pada individu untuk berkembang.

Salah satu alternatif yang ditawarkan dalam dunia pendidikan adalah pendidikan inklusif. Pendidikan ini mencakup semua orang tanpa terkecuali, yaitu tidak memandang ras, suku, etnik, agama, diskriminasi antara mereka yang pada umumnya dengan yang berkebutuhan khusus, antara perempuan dan laki-laki, serta antara masyarakat yang kurang mampu dengan masyarakat yang mampu dalam bidang ekonomi. Keragaman itu ditandai dengan beragamnya peserta didik. Peserta didik berkebutuhan khusus diberi kesempatan untuk bersekolah bersama dengan peserta didik yang ‘normal’ dalam suatu pendidikan.

Hal ini tidak mudah dilakukan apalagi pendidikan inklusif masih dianggap baru bagi masyarakat Indonesia. Tetapi pendidikan seperti ini harus dilaksanakan karena isu HAM dan pendidikan untuk semua.

Sosialisasi perlu dilakukan secara cepat dan tepat dengan mempertimbangkan kehati-hatian dan budaya setempat. Beberapa upaya telah dilakukan seperti pengenalan pendidikan inklusif semakin terasa. Untuk itu salah satu upaya adalah dengan mensosialisasikan konsep sampai dengan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan inklusif. 
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